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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

REGISTRASI PAUD (SPS)

Nomor :421.1/450/13.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor :422/018/SK
| PAUD/2010, Tanggal 26 Januari 2010. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi
PAUD (SPS) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun

Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Bekasi

t.ama Lembaga © SPS HARAPAN BANGSA

Namea Yayasan IARAPAN BANGSA BANTARSARI

No. Kemenkumham : AHU-0001150,AH.01,04, Tahun 2016
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Nama Ketua Penyelenggara :  MARYATI
Alamat :  Kp. Leuweung gede Rt.001/001 Ds. Bantarsari

Kec. Pebayuran Kab.Bekasi

Status Akreditasi : %

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima

| bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

womor : 422 10187 SK PAL i/ 2010

TENTANG
LN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“IHIARAPAN BANGSA™

KIEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nenmmbang . . Bahwa agar tujuan penyelenpgaraan masing-mastig satuan pendidikan
dapat mencapai hasil - yang, optimal.  dipandang perlu menctapkan

keputusan  Kepala Dinas - tentang pendirian dan penyelengparaan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelay
(cknis vang dibentuk oleh Dinas Penc
merchomendasikan  yang  layak memperoleh 1jin
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas.

’ dipandang ~ perlu  menctapkan pemberian  ijin pendirian  dan

penyelengparaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

akan yang di laksanakan oleh tim
lidikan Kabupaten Bekasi telah
pendirian

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (entang sistem Pendidikan Nasional:

Mengingat l.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang, sistem Pemerintah Dacrah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang, Pendidikan Pra Sekolah:
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan

sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun

2000;
5 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakal

dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor - 060/1J/2002

tentang, Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan  Luar

Sckolah;
8. Peraturan Dacrah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi

Peranpkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12
Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor
421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar
Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus
Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD).
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Menctaphan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan -

Bupati Bekasi:

MEMUTUSKAN

Memberi ijin kepada

Nama - PAUD HARAPAN BANGSA
Alamat . Kp. Leuneungpede R1.01/01 Ds. Bantarsari

Ke. Pebayuran Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usta P
(PAUD) dengan Tipe C ( Terdaftar) .

liin operasional berlaku sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan
25 Januari 2011.

Kewajiban pemegang ijin PAUD

1.

-

Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD. sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan  kemudian.  serta
memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat:

Wajib menvampaikan laporan sccara berkala kepada dinas mstansi
terkait:

Wajib mengajukan permohonan  ijin penyelenggaraan.  sclambat-
Jambatmva 30 (tiga puluh) hari sebelum masa herlaku —1in
penyelengearaan berakhir:

Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila Ji kemudian hari
terdapat hekeliruan akan diadakan perbaikan schagaimana mestny

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 26 Januari 2010

A.n. Kepal; Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kep PNFI

~_Hj.SRURAHAYU, S.Pd., MM.
& TINIP. 19620711 198503 2 005

1

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

3 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAL1'SD Kecamatan Pebayuran:
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